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IKHTISAR 
 
 
 
 

Dian Hardiansyah : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang 
No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Putusan 
Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB No. 445/Pid. B/2010) 

 
 
 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam 
keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga 
bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak. Rumusan masalah 
penelitian ini adalah bagaimana tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan 
Negeri Indramayu pada tahun 2010 dan faktor apa saja yang menjadikan kekerasa 
dalam rumah tangga menurut undang-undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam di 
Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB. 

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui tingkat kekerasan dalam rumah 
tangga di Pengadilan Negeri Indramayu dan ingin mengetahui faktor-faktor apa saja 
yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang no. 23 
tahun 2004 dan Hukum Islam di Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB. 

Metode yang di gunakan penelitian  adalah deskriptif (kualitatif) atau metode 
content analysis (analisis isi) yaitu dengan cara data yang ada di analisis melalui 
proses klasifikasi yang di dasarkan pada kategori yang dipakai, dikaji secara teks dan 
konteks. Sedangkan tehniknya dengan wawancara dengan majelis hakim, dan 
responden-responden yang terait didalamnya sebagai pelalku kekerasan dalam rumah 
tangga, jenis data yang ada adalah data kualitatif. 

Kesimpulan dari peneliti ini adalah bahwa Putuasan Hakim terhadap 
kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari konsep undang-undang dan hukum Islam 
sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam/ketentuan yang berlaku di 
Indonesia, akan tetapi secara tidak langsung prinsip Hukum Islam sudah terkandung 
di dalamnya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam 
rumah tangga dimulai dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan oleh Jaksa Penuntut 
Umum, pemeriksaan dimuka persidangan, pembuktian dan di hukum dengan 
hukuman penjara 11 bulan. Dengan pertimabangan terdakwa bersikap sopan dalam 
pengadilan, mengakui perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, 

rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. 

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pancasila yang didukung oleh umat beragama 

mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah 

permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab qobul antara 

calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sacral), untuk 

menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga 

dalam memakmurkan bumi Allah SWT yang luas ini. Dengan perkawinan terpeliharalah 

kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya nasab seseorang1. 

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, 

dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa2. Dari 

pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu 

                                                             
1  H. Bgd, M. Leter, Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana, Angkasa Raya, 

Padang, 1985, hlm. 7 
2 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, Pustaka Widyatama, 

Yogyakarta, Cet. I, 2004, hlm. 8. 
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dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan 

kewajiban di antara keduanya. Al-Qur’an sendiri menyebutkan tujuan perkawinan dalam 

Surat Ar-Rum ayat 21: 

 

      

   

    

      

     

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari 

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S. Ar-Rum : 21)3. 

Dalam ayat tersebut dikatakan sakinah, mawadah dan rahmah, mempunyai arti 

antara lain: diam sesudah bergerak, tetap, menetap, bertempat tinggal, tenang, dan tentram, 

ini menyebutkan bahwa perkawinan dimaksudkan sebagai wahana atau tempat dimana orang-

orang yang ada didalamnya terlindungi dan dapat menjalani hidup dengan penuh kedamaian 

dan aman. Dengan ketiga arti ini perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan 

hubungan saling mencintai, saling menasehati, dan saling mengharapkan satu sama lain, 

                                                             
3 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, 

1997, hlm. 407. 
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ungkapan al-Qur’an dengan bahasa bainakum atau dengan kata lain satu sama lain. Tentu 

saja menunjukan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak.  

Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah, mawadah, 

warahmah, ternyata harus kandas ditengah jalan karena permasalahan dalam keluarga, dan 

Islam menyikapi dengan memberi solusi perceraian bagi keluarga yang memang sudah tidak 

dapat dipertahankan. 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga 

untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa 

saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak. Bila kita teliti lebih jauh banyak sekali keluarga 

yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan 

percekcokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam 

menjalani kehidupanya. Kasus seperti ini dapat kita temui dalam masyarakat. Akan tetapi 

mengapa masyarakat enggan melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang. Bahkan dari 

hasil observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Indramayu, selama adanya 

Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ada beberapa kasus yang 

diputuskan oleh Pengadilan yang diajukan oleh istri atas nama terdakwa SDR bin RMD. Hal 

ini disebabkan karena dari pihak korban takut kasus dalam keluarganya diproses di 

Pengadilan karena itu merupakan aib dalam keluarganya ataukah kurang sadarnya dari pihak 

korban akan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh negara. 
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Majlis Hakim dalam menetapkan sebuah keputusan tidak hanya berpedoman pada 

UU PKDRT saja, tetapi hakim juga mempertimbangkan dari beberapa keterangan saksi yang 

berbeda-beda dalam memutuskan suatu perkara. 

Dalam putusan kekerasan dalam rumah tangga yang diputuskan oleh Pengadilan 

Negeri Indramayu terdapat beberapa hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang 

memberatkan diantara, putusan No: 446/Pid.B/2010 terdapat hal-hal yang memberatkan 

diantaranya Terdakwa main hakim sendiri dan Terdakwa sebagai suami tidak melindungi 

istri, dan Terdakwa tidak minta maaf pada korban. Putusan yang dijatuhkan dalam perkara 

tersebut untuk putusan  No :446/Pid.B/2010 dijatuhkan pidana 1 tahun dengan masa 

percobaan 6 tahun. 

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan menelitian terhadap putusan-

putusan hakim mengenai “KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA 

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  Indramayu NO. 446/Pid.B/2010)”. 

B. Perumusan Masalah 

Dari beberapa permasalahan tersebut, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang 

merupakan central pembahasan ini: 

1. Bagaimana konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No. 23 

tahun 2004 dan fiqh? 

2. Bagaimana petimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kekerasan terhadap 

istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Indramayu ditinjau dari UU No. 23 

tahun 2004 dan hukum Islam? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut peraturan 

perundang-undangan dan (fiqh) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 

memutuskan perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan 

Negeri Indramayu. 

2. Untuk mengetahui putusan hakim mengenai perkara kekerasan dalam rumah tangga 

di Pengadilan Negeri Indramayu. 

3. Untuk mendapatkan kejelasan hakim dalam menyelesaikan perkara PKDART No. 

446/Pid. B/2010 

D. Kerangka Pemikiran 

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam masyarakat, dan ini adalah salah 

satu bentuk ketidak adilan gender yang biasa terjadi. Kebanyakan orang memahami 

kekerasan itu hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja, sehubungan bentuk perilaku 

menekan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan, padahal yang disebut dengan 

kekerasan itu mencakup keseluruhanya4. 

Di dalam rumah tangga, konflik merupakan hal yang biasa, perselisihan pendapat, 

perdebatan, pertengkaran, tapi semua itu tidak serta merta disebut sebagai bentuk kekerasan 

dalam rumah tangga. Menurut UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
                                                             
4 “Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)”, Peket Informasi, Rifka Annisa Women’s 

Crisis Center, Jogyakarta, t.t, hlm 2. 
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dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga 

hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan 

untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang5. 

Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah 

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang PKDRT 

ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. 

Undang-undang PKDRT ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan Rumah Tangga 

yang benar-benar harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan 

sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang 

melanda  rumah  tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja 

berbagai  problemyang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring 

kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam 

rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Era globalisasi 

merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi 

dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan 

perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menujukan adanya sikap 

masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang 
                                                             
5 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pustaka 

fokusmedia, Bandung, Cet. II, Desember, 2006, hlm. 5. 
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sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan kekerasan. Dimulai 

dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, 

banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahan, penurunan penghasilan 

keluarga,  meningkatnya  kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga. Kemudian  

kondisi  ini diperparah dengan  maraknya tontonan  penganiayaan di kalangan artis dan tokoh 

masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari sosok penuntun 

atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa kekerasan bukan hal lagi hal tabu yang 

selayaknya dihindari.   

Allah berfirman dalam surat  

     

    

     

    

    

   

    

  

   

    

      

oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang 

membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan 

karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia 

seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-
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olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang 

kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, 

kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam 

berbuat kerusakan dimuka bumi. (Q.S. Al-Maidah : 32).6 

 

Sebab sebuah himbauan yang tersurat maupun tersirat dalam ayat itu adalah bahwa 

kaum pria harus menjadi pemimpin bagi kaum wanita dengan memberikan perlindungan dan 

pemeliharaan terhadap mereka bukanya untuk menguasai ataupun memenopoli7. Inilah yang 

lebih banyak dalam harta warisan, tetapi di luar hak-hak yang disebutkan (hak 

mengendalikan, menuntut dan memimpin) maka dalam masalah hak ataupun kewajiban 

adalah sama8. 

Ayat di atas menjelaskan dengan tuntas berkaitan dengan keberadaan suamisebagai 

pemimpin dalam keluarga dan mengenai nusyuz istri serta penyelesaiannya.Selain al Qur’an 

yang jelas sudah melarang tindakan kekerasan juga ada hadits yang menjelaskan tentang 

larangan ini. 

 

                                                             
6 Depertemen Agama RI, AlQuran dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, 

1997. 

7  Salim Bahreis, Tafsir Ibnu Kasir, Jilid II, PT, Bina Ilmu, Surabaya, 1990, hlm. 387 
8 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nuur, Jilid I, PT. Pustaka Rizki 

Putra, Semarang, hlm. 843. 



21 
 

 

حد ثنا عباس النبرى اخبرناابوداودالطیاسى عن عبدالعزیزبن عبداالله بن ابى سلمةعن عبداالله بن 

ت یوالقیامة وفى الباب عن عبد  الظلم طلما: ینار عن ابن عمر النبى صل االله علیھ وسلم قال  د

 یث ابن عمر وابى ھریرة ھداحیث حسن غریب من حد االله بن عمر وعا تشة وابى موسى

 

Abbas Al- Anbari menceritakan kepada kami, Abu Dawud Ath Thayalisi memberitahukan 

kepada kami dari Abdul Aziz bin Abdillah bin Abi Salamah dari Abdillah bin Dinar dari Ibnu 

Umar dari Rasulullah SAW bersabda: “perbuatan aniaya adalah merupakan kegelapan-

kegelapan di hari qiyamat” dalam bab ini terdapat dari Badillah bin Umar bin Amir, Aisyah, 

Musa dan Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis hasan gharib dari hadis ibnu umar.9 

Hal ini dipertegas oleh hadis Rasulullah SAW mengatakan : Tidak boleh terjadi 

kerusakan kepada manusia dan tidak boleh manusia melakukan kerusakan terhadap orang 

lain. 

Segala bentuk tindakan kerusakan terhadap orang maupun makhluk lainnya dilarang 

oleh agama dan tindakan tersebut adalah kejahatan atau disebut dengan jinayah atau istilah 

yang lebih tepat dari itu adalah jarimah (perbuatan pidana/tindak pidana). tindak kejahatan 

yang dilarang manusia untuk melakukannya dan oleh karenanya ia berdosa kepada Allah dan 

akan mendapatkan sanksi hukuman di akhirat. 

 

 

                                                             
9 Muh Zuhri Dipl. Talf dkk, Tarjamah Sunan at-Tirmidzi, Jilid III, CV. Asy Syifa, Semarang, tt, hal. 533. 
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E. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (kualitatif) 

yang bersifat studi kasus dimana metode ini merupakan metode penelitian yang menitik 

beratkan pada pemecahan masalah  yang aktual. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 

 

1. Menentukan jenis data 

a. Data Primer 

- Data mengenai jumlah kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan 

Negeri Indramayu Kelas IB 

- Data mengenai jumlah kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan 

Negeri Indramayu Kelas IB 

- Data mengenai putusan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan 

Negei Indramayu Kelas IB 

- Undang-undang 23 tahun 2004, tentang kekerasan dalam rumah tangga 

- Hukum Islam 

b. Data Sekunder 

- Al-Qur’an dan terjemahnya. 

- Pokok-pokok hukum perdata 
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2. Lokasi Penelitian 

- Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB 

 

3. Menentukan Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Data primer adalah arsip-arsip laporan kerja di Pengadilan Negeri 

Indramayu. Wawancara langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri 

Indramayu, serta dengan responden yaitu orang-orang yang terlibat dalam 

perkara 

b. Sumber Data Sekunder 

Data ini di peroleh dari sumber buku-buku dan bahan-bahan tertulis lainnya, 

yang berkaitan dengan salah satu yang sedang di teliti 

 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini di kumpulkan melalui : 

a. Observasi/dokumentasi 

Yaitu melalui pengamatan langsung ke Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 

IB, untuk memperoleh data empirik tetang kekerasan dalam rumah tangga. 

 

b. Wawancara 
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Pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada 

Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, atau pihak yang bersangutan. 

5. Tehnik Analisa Data 

Setelah data terkumpul diolah dengan menggunakan metode Content Analysis 

(analisis isi), yaitu dengan cara data yang ada di analisis melalui proses 

klasifikasi yang didasarkan pada kategori yang di pakai, dikaji, secara teks dan 

konteks, di cari antara hubungan yang satu dengan yang lainnya dan di tinjau 

sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku. Diharapkan dari penelitian secara 

ini akan memperoleh kejelasan dari masalah yang sedang diteliti 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

 Menelaah seluruh data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Indramayu 

Kelas IB 

 Menyimpulkan hasil wawancara dari Ketua Pengadian Negeri Indramayu dan 

Hakim 

 Menyusun seluruh data yang ada sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun seluruh isi 

skripsi yang dipaparkan dari mulai BAB I sampai BAB V yaitu denga menggunakan 

sistematika Penulisan sebagai Berikut antara lain : 

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Kerangka Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II (Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga) meliputi 

konsep Kekerasan Menurut Undang-undang  No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu : pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-

bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, 

dampak kekerasan dalam rumah tangga, dan konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut 

Hukum Islam yaitu : Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor kekerasan 

dalam Rumah tangga,dan Dampak Kekerasan dalam rumah tangga. 

BAB III (Kondisi Objektif) Meliputi konsep objektif Pengadilan Negeri Indramayu 

yang terdiri dari sejarah, dan perkembangannya, struktur organisasi, visi misi, kewenangan, 

dan jumlah perkara yangsudah diputus maupun belum diputus. 
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BAB IV (Analisis Putusan Hakim terhadap KDART dipengadilan Negeri 

Indramayu), yang terdiri dari analisis kekerasan dalam rumah tangga, analisis putusan dan 

pertimbangan hakim terhadap kekerasan dalam rumah tangga. 

BAB V (Penutup) Kesimpulan, dan saran. 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN 

 DALAM RUMAH TANGGA 

 

 

A. Kekerasan Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga 

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Perempuan dapat dikatakan rentan terhadap semua bentuk kekerasan, karena 

posisinya yang lemah (atau sengaja dilemahkan) baik secara sosial, ekonomi, 

maupun politik. Kekerasan terhadap perempuan bias muncul karena tindak kekerasan 

yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perempuan 

berada dalam posisi dimarjinalkan. 
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